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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Hukum dalam Menangani

Kasus Disersi pada Pengadilan Militer I11-18 Ambon, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam
Menangani Kasus Disersi.

Pengadilan Militer I111-18 Ambon dalam menangani kasus disersi telah mengikuti
prosedur hukum sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan militer lainnya. Proses penanganan
dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan oleh aparat militer, penuntutan oleh
oditur militer, hingga persidangan oleh hakim militer. Persidangan dilakukan
secara terbuka dengan menjunjung prinsip keadilan, disiplin, dan transparansi.
Selain memeriksa -alat' ‘bukti ‘formal, hakim juga' mempertimbangkan faktor-
faktor non-yuridis seperti riwayat kedinasan prajurit, motivasi tindakan disersi,
serta dampaknya terhadap kesatuan. Kebijakan hukum yang diterapkan tidak
hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan prajurit
melalui pendekatan kemanusiaan, dengan memberikan ruang bagi rehabilitasi
dan reintegrasi bagi pelaku disersi yang memenuhi syarat tertentu.

Permasalahan dalam Penerapan Kebijakan Hukum terhadap Kasus Disersi di
Pengadilan Militer I11-18 Ambon.

Penanganan kasus disersi di Pengadilan Militer I1I-18 Ambon masih menghadapi
sejumlah kendala, di antaranya lambannya proses penanganan perkara yang bisa

mencapai waktu enam bulan lebih hingga persidangan, kurang optimalnya
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koordinasi antar aparat penegak hukum militer (penyidik, oditur, dan

pengadilan), serta keterbatasan fasilitas konseling dan pembinaan mental bagi

prajurit. Selain itu, dalam beberapa kasus, faktor personal seperti masalah

ekonomi, keluarga, dan tekanan psikologis prajurit belum sepenuhnya menjadi

pertimbangan utama dalam proses peradilan. Kondisi ini berpotensi menghambat

efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum militer dalam upaya penegakan disiplin

dan pencegahan disersi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kebijakan yang

lebih adaptif terhadap dinamika permasalahan prajurit di lapangan.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka beberapa saran

yang dapat diajukan adalah:

1.

Penyempurnaan Prosedur Penanganan Kasus Disersi di Pengadilan
Militer 11I-18 Ambon.
Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan prosedur penanganan perkara
disersi-agar proses hukums berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan
kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi koordinasi
antar institusi militer yang terlibat, penyederhanaan prosedur administrasi
perkara, dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan jadwal persidangan.
Peningkatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Mental Prajurit.

Untuk menekan angka disersi, penting bagi institusi militer meningkatkan
program penyuluhan hukum mengenai konsekuensi tindakan disersi, serta
memperkuat program pembinaan mental dan kesejahteraan prajurit.
Program konseling psikologis bagi prajurit yang mengalami tekanan
mental atau persoalan pribadi juga perlu

ditingkatkan sebagai bentuk pencegahan preventif.
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Gambar 1.1 Struktur organisasi Pengadilan militer I11-18 Ambon

Gambar 1.2 Kantor Pengadilan Militer I11-18 Ambon.
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Gambar 1.3 Wawancara Bersama Kepala Kantor Pengadilan Militer I111-18
Ambon Bapak Dedy Dermawan Kolonel Chk.

N MILITER 1lI-18"AMBON

Gambar 1.4 Proses memasukkan surat pada Kantor Pengadilan Militer I111-18
Ambon
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Gambar 1.6 Plakat Pengadilan Militer I11-18 Ambon
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Gambar 1.7 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Militer I11-18 Ambon
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Gambar 1.7 Surat Persetujuan Izin Penelitian di Pengadilan Militer 111-18
Ambon



